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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sesuai
dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987. Pedoman Transliterasi
digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab dengan huruf latin. Berikut ini secara
garis besar pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa § es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
U= Sad $ es (dengan titik di bawah)
U= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
& "ain ) koma terbalik (di atas)




¢ Gain G Ge
a Fa F Ef
a Qaf Q Ki
< Kaf K Ka
J Lam L El
A Mim M Em
o Nun N En
3 Wau w We
A Ha H Ha
¢ Hamzah ‘ Apostrof
< Ya Y Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
- Kasrah I I
2 Dammah U U

Contoh:

- & kataba

- d=&  fa'ala

- % guila
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2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
G5 Fathah dan ya Ai adanu
3 Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- <X kaifa
- d»  haula
Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
TN Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas

S Kasrah dan ya I i dan garis di atas
e Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

- J8 qala

- <) rama

- J8& qila

- U3 yaqilu
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D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:
- JabY1 435 raudah al-atfal/raudahtul atfal
- 55540148 al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

. aall talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- U3 nazzala

- 54 al-birr
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Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa
sempang.

Contoh:

- Ja3 ar-rajulu

- A& al-galamu
- Sealll gsy-syamsu

- 0% al-jalalu



G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa

alif.

Contoh:

- MK ta’khuzu
- 4 syai’un
-5 an-nau’u
- inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh:
- OB A 5840 O) 5 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/

Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bk sWwIsasdl &y Bismillahi majreha wa mursaha



Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana
nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.
Contoh:
- Geladl G54 2aall - AThamdu lillahi rabbi al-'alamin/

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

- el gl Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
- Aa)0Re d Allaahu gaflirun rahim
- b YA Lillahi al-amru jamT an/Lillahil-amru jamT an
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Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid
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ABSTRAK

Uud Huda, 1118067, Tahun 2023. Karakteristik Penalaran Hukum Hakim
Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri (Studi Putusan
Pengadilan Agama Pekalongan No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl). Skripsi Jurusan
Hukum Kelarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H.
Abdurrahman Wabhid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Gugatan perceraian dapat terjadi akibat adanya suatu permasalahan yang
tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga, salah satu sebab terjadinya perceraian
adalah karena suami telah poligami siri. Mendasarkan pada gugatan perceraian
oleh istri dengan alasan suami telah berpoligami siri, memunculkan pertanyaan
bagaiamana hakim melakukan penalaran dalam proses membuat kesimpulan,
yakni apa dasar-dasar hukum untuk logika deduksinya dan apa pula fakta-fakta
yang dijadikan dasar untuk logika induktifnya, bagaiamana prosedurnya
penyimpulan hukumnya. Studi tentang karakter penalaran hakim akan meneliti
konsistensi hakim pada penggunaan kaidah logika, penggunaan dasarnya pada
system hukum vyang berlaku dan ketaatannya pada prosedur-prosedur
pengambilan putusan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana karakterisitik penalaran
hukum hakim dan akibat hukumnya terhadap para pihak yang bercerai akibat istri
menggugat dengan alasan suami telah poligami siri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan
pendekatan statute approach (pendekatan undang-undang), conceptual approach
(pendekatan konseptual) dan case approach (pendekatan kasus). Sumber bahan
hukum yang digunakan penulis yaitu sumber bahan hukum primer, dan sekunder
dengan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum Inventarisasi,
Sistematisasi, dan Klasifikasi dan kemudian dianalisis secara preskriptif untuk
memberikan penilaian apakah karakterisitik pennalaran hukum hakim sesuai atau
tidak menurut hukum atas peristiwa tang terjadi dalam penelitian.

Hasil Penelitian dalam skripsi ini yaitu karakterisitik penalaran hukum
hakim dalam memtus perkara Nomor: 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl dengan alasan
gugatan mengenai istri karena suami berpoligami siri yaitu dengan mengunakan
penalaran hukum deduktif dimana penalaran tersebut berpangkal dari suatu
peristiwa umum atau premis mayor yakni Pasal 39 aya 2 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diakhiri dengan suatu kesimpulan atau
pengetahuan yang berisfat lebih khusus yaitu perkara gugatan istri dengan alasan
poligami siri itu dimaknai oleh hakim atau dikategorikan hakim masuk istilah
alasan perceraian yang berupa pertengkaran dan perselisishan yang terjadi terus
menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga antara
penggugat dan tergugat. Akibat hukum yang pada perkara cerai gugat karena
poligami siri terhadap suami dan istri yaitu perkawinan antara keduanya putus
karena perceraian dengan jatuhnya talak satu bain sughro karena gugatan
penggugat dikabulkan dengan verstek. Istri tersebut dibebankan biaya perkara
sebesar Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu).

Kata Kunci : Penalaran Hukum, Cerai Gugat, Poligami Siri
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang timbul akibat
ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Faktor penyebab perceraian bisa dari
internal maupun eksternal, yang pertama faktor internal, yaitu pertengkaran
terus-menerus, ekonomi, KDRT, poligami, dan lain sebagainya. Sedangkan
faktor eksternalnya bisa saja melalui lingkungan sekitar atau pertemanan
bahkan keluarga sendiri contohnya seperti mertua yang tidak akrab dengan
menantu atau adanya orang kedua dalam rumah tangga.*

Dalam kasus perceraian permohonan ataupun gugatan dapat dikabulkan
apabila alasan-alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah
No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974
tentang perkawinan dan dalam KHI pasal 116 diantaranya yaitu seperti
tindakan kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan keluarga selama 2
tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, pertengkaran terus menerus,
suami di penjara 5 tahun, terdapat sakit parah atau cacat badan sehingga tidak
dapat melakukan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, berbuat zina,
mabuk, judi, pemadat dan sebagainya.” Permohonan perceraian dapat

dikabulkan apabila gugatan terbukti dipersidangan.

! Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam
Perkawinan” Jurnal llmu Pemerintah dan Sosial Politik 2, No 2, 2014, 143.
Z Arskal Salim, dkk, Demi Keadilan Dan Kesetaraan, (Jakarta: Puskumham), 59



Kasus posisi pada penelitian ini akan dibahas lebih sepisifik mengenai
perceraian dengan alasan penggugat karena poligami siri yang dilakukan
Tergugat (suami) yang telah di proses pada tanggal 02 November 2021 dalam
putusan pengadilan agama Pekalongan dengan nomor perkara
494/Pd.G/2021/PA.PKI. Peristiwa hukum yang melatar belakangi kronologi
kejadian ini yaitu dimana pada bulan Februari 2014 pernikahan ketentraman
rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara
penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan penghasilan tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan
hidup rumah tangga sehari-hari, jika bertengkar tergugat berkata kasar kepada
penggugat bahkan mengancam akan membunuh penggugat, serta tergugat
juga telah menikah siri dengan wanita idaman lain. Dari perselisihan dan
kejadian itu penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan
keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga
penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Oleh
karena itu penggugat segera mengajukan cerai gugat karena tidak tahan
dengan kondisi ini.?

Maka adanya suatu putusan pengadilan di PA Pekalongan yang
mengabulkan gugatan perceraian oleh seorang istri pada suaminya dengan
alasan suami atau tergugat telah berpoligami sirri merupakan argumen
penggugat yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa hakim memutus

perkara tersebut demikian. Apa dasar pertimbangan hukum hakim, atau

% Salinan Putusan Nomor 494/Pdt.G/2021/PA.PkI



bagaimana bentuk penalaran hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.
Putusan dimaksud adalah putusan untuk perkara yang ada di Pengadilan
Agama Pekalongan dengan No. Perkara 494/Pdt.G/2021/PA.PKl yang mana
isi gugatannya itu diajukan disebabkan karena Tergugat mengaku kepada
Penggugat bahwasanya Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain yang
berinisial NH berasal dari Bandung. Menimbang dari duduk perkara bahwa si
suami atau Tergugat dalam pernikahan dengan NH telah menyalahi ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang
berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.

Putusan perceraian yang mendasarkan pada alasan penggugat bahwa
suami (tergugat) telah berpoligami sirri memunculkan pertanyaan bagaiamana
hakim melakukan penalaran dalam proses membuat kesimpulan, yakni apa
dasar-dasar hukum untuk logika deduksinya dan apa pula fakta-fakta yang
dijadikan dasar untuk logika induktifnya, bagaiamana prosedur penyimpulan
hukumnya. Studi tentang karakter penalaran hakim akan meneliti konsistensi
hakim pada penggunaan kaidah logika, penggunaan dasarnya pada system
hukum yang berlaku dan ketaatannya pada prosedur-prosedur pengambilan
putusan sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk
melanjutkan kajian putusan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah

sebagaiaman tertuang dalam skripsi berjudul “Karakteristik Penalaran



Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri

(Studi Putusan Pengadilan Agama No0.494/Pdt.G/2021/PA.Pkl.)”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Karakteristik penalaran hukum hakim dalam memutus
perkara cerai gugat sebab poligami siri dalam Putusan Pengadilan Agama
Pekalongan N0.494/Pdt.G/2021/PA.PKI?

2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap para pihak dalam cerai gugat

sebab poligami siri?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik penalaran hukum
hakim terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat
dengan alasan sebab poligami siri  dalam Putusan nomor
494/Pdt.G/2021/PA.PKI.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukumnya terhadap para

pihak yang dicerai gugat sebab poligami siri.

Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan

refrensi penelitian di bidang hukum keluarga, khususnya dalam kasus



cerai gugat akibat poligami siri beserta dasar pertimbangan/kakrakter
penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
2. Manfaat Praktis

Untuk masyarakat berguna sebagai masukan dalam menuntaskan
permasalahan keluarga yang memiliki kasus serupa dengan riset ini.
Untuk para praktisi hukum dan penyuluh, dapat menjadi bahan informasi
dan masukan yang baik bagi pendampingan masyarakat menuju
masyarakat yang mentaati ketentuan hukum poligami atau hukum

perkawinan dalam arti luas.

E. Kerangka Teoritik dan Konseptual
1. Teori Penalaran Hukum

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus
(logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi
hukim. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit
yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari
berbagai data, fakta, persoalan dan proposisi hukum yang ada. Maka
istilah penalaran hukum (‘legal reasoning’) sejatinya tidak menunjukan
bentuk penalaran lain diluar logika, melainkan penerapan asas-asas
berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak
ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir

yang tepat dan valid); tidak ada penalaran hukum diluar logika. Penalaran



hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian ‘penalaran
(logika) dalam hukum.*

Karakter penalaran hukum terdiri dari 3 hal yang digabungkan:
pertama, penggunaan kaidah logika baik deduktif maupun induktif.
Kedua, digunakan system hukum yang berlaku dan ditaatinya prosedur
hukum di pengadilan.

2. Teori Pertimbangan Hakim dan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian
hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan
teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik,
dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim
tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.”

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak”
pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia;
penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta
cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.®

Putusan pengadilan menurut Pasa 1 butir 11 Kitab Undang-Undang

4 Urbanus Ura Weruin, “Logika Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi 14,
no. 2, (2017); 381

> Mukti Arto, ‘Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”, Cet V, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 140

® Lilik Mulyadi, “Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 131



Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
siding pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah
dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di siding terbuka untuk
umum.
3. Konsep Cerai Gugat

Pertimbangan Hakim dalam perkara perceraian dapat merujuk dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana
diatur oleh Pasal 39 sd 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14
sampai 36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Beberapa alasan yang dapat
dijadikan pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian
ialah salah satu pihak berzina, meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa
alasan yang jelas, salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun setelah
perkawinan, salah satu pihak melakukan kdrt, salah satu pihak
cacat/terdapat penyakit yang membuat kewajiban tidak terlaksana dan
terjadinya pertengkaran yang terus menerus.” Kemudian berdasarkan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 disebutkan bahwa suami
melanggar taklik talak dan terjadinya peralihan agama atau murtad yang

menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga.®

" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34-41 jo. Pasal 14-36
Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975

8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Alasan yang Dibolehkan Dalam Mengajukan
Gugatan Perceraian.



4. Konsep Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri
dari dua pokok kata, yaitu Polu dan Gamien. Polu berarti banyak,
Gamien berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.’
Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa
poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami)
mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu
mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka
semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa
nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang
dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang
tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

Poligami siri adalah suatu poligami yang biasa kita jumpai yaitu
dengan nikah siri istilah ini biasa disebutkan dengan sebutan poligami,
dimana prosesnya seorang suami menikah dengan lebih satu wanita

untuk jadi istrinya baik dengan cara sah atau secara siri.

F. Kajian Terdahulu
Tinjauan pustaka yang ada di penelitian ini, dimulai dari mencari
penelitian-penelitian yang relevansinya hampir sama dengan apa yang ingin

di teliti, adapun beberapa refrensi tersebut antara lain:

% Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 11.



Penelitian yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maydini
yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap kasus Perceraian
Akibat Poligami Yang Tidak Adil” (Studi Analisis Putusan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor: 442/Pdt.G/2018/PA.JS)”. Penelitian yang
dilakukan oleh Maydini ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam
memutus perkara perceraian akibat poligami tidak adil. Jenis penelitian yang
digunakan adala jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan
menggunakan pendekatan yuridis normative, untuk pengumpulan data yang
dilakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan nomor
4462/Pdt.G/2018/PA.JS yang berhubungan dengan penelitian. Hasil
penelitian Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hukum
hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan
menjatuhkan talak satu ba“in shughra dalam perkara Nomor
4462/Pdt.G/2018/PA.JS yaitu menggunakan pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2)
Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi
Hukum Islam, kemudian hakim juga menggunakan pasal 19 huruf (f) PP
nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kaidah
figih yang digunakan yaitu “Menolak mafsadah lebih diutamakan untuk
menjaga kemaslahatan” kaidah ini bertujuan agar tidak adanya perselihan
yang berkelanjutan yang mengakibatkan perkelahian antara suami dan istri,
perceraian terjadi karena adanya Syigag yang bersumber karena tergugat

melakukan poligami yang tidak adil.*

1% Maydini, “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap kasus Perceraian Akibat Poligami
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Penelitian yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Qutrottunnada Azzagiah yang berjudul “Gugat Cerai Karena Poligami (Studi
Putusan Gugat Cerai Akibat Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur”.
Penelitian yang dilakukan oleh Qutrottunnada Azzagiah ini terfokus tentang
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai
akibat poligami dalam empat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, serta
pandangan hukum Islam terkait gugat cerai akibat poligami. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan
Pustaka atau data primer sebagai bahan utama dalam penelitian. Sumber
utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat putusan terkait
perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2020. Hasil
penelitian ini yaitu dalam penyelesaian perkara gugat cerai karena poligami
pada empat putusan di Pengadilan Agama Pekalongan Jakarta Timur adalah
berdasarkan: QS. Ar-Rum ayat 21, Kitab Fighus sunnah Juz Il halaman 248,
dan Kaidah Fighiyah. Dalam hukum Islam, tidak ada aturan mengenai
perceraian akibat poligami yang dilakukan oleh suami. Namun, hukum gugat
cerai atau khuluk adalah mubah. Karena dalam hukum Islam isteri juga
memiliki hak cerai. tentunya harus disertai dengan alasan.™

Penelitian yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad
Nisful Ma’wa yang berjudul “Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat Pada

Masa Pandemi Cvid-19 Di Pengadilan Agama Bantul”. Penelitian yang

Yang Tidak Adil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:
442/Pdt.G/2018/PA.JS), Skripsi. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

! Qutrottunnada Azzagiah, “Gugat Cerai Karena Poligami (Studi Putusan Gugat Cerai
Akibat Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur”. Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
2022).
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dilakukan oleh Muhammad Nisful Ma’wa ini terfokus tentang pembahasan
mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat menurut hakim di Pengadilan
Agama Bantul pada masa pandemic covid-19, yang kemudian dianalisis
menggunakan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
lapangan (Field Research) dan besifat deskriptif analitik. Hasil penelitian
yaitu pertama, poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama
Bantul pada masa pandemic covid-19 itu dibenarkan oleh Pasal 5 Kompilasi
Hukum Islam, dimana suami tidak dapat berlaku adil terhadap istrinya.
Kedua, poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada
masa pandemic covid-19 itu sudah sejalan dengan hukum Islam, khususnya
pada kaidah figih.*?

Penelitian yang keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wildatul
Maulidiya yang berjudul “Poligami Siri Sebagai Alasan erai Gugat Istri
Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)”.
Penelitian yang dilakukan oleh Wildatul Maulidyah terfokus tentang
bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor
449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali
Engineer. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu yuridis normatif dan
pendekatan peneletiannya adalah menggunakan pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil

penelitian Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa

12 Muhammad Nisful Ma’wa. “Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat Pada Masa Pandemi
Cvid-19 Di Pengadilan Agama Bantul”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).
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konteks poligami tidak dapat dipisahkan dari konteks pemeliharaan anak
yatim, bukan untuk pemuasan nafsu, maupun alasan lain yang tidak
tercantum dalam Al-Qur’an. Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang
dalam hal memperbolehkan/melarang poligami dengan mempertimbangkan
kondisi yang ada dalam masyarakat.*®

Penelitian yang kelima, yaitu artikel jurnal penelitian yang dilakukan
oleh Edi Gunawan dan Faradila Hasan Yang berjudul “Cerai Gugat Akibat
Poligami di Pengadilan Agama Manado”. Penelitian yang dilakukan oleh Edi
Gunawan dan Faradila Hasan ini terfokus pada mengapa poligami dapat
menjadi alasan pengajuan cerai gugat dan pertimbangan hakim dalam
menyelesaikan kasus cerai gugat akibat poligami di Pengadilan Agama
Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penyajian
deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (library research). Hasil
penelitian yaitu poligami dapat dijadikan sebagai alasan bagi istri untuk
mengajukan cerai gugat ke Pengadilan. Karena pada prinsipnya seorang istri
tidak boleh menuntut cerai disebabkan oleh poligami, namun diperbolehkan
jika ada kekhawatiran ketidaktaatan kepada suami setelah poligami.
Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat
akibat poligami didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat

dalam pengajuan cerai gugat.**

Y Wildatul Maulidiya, “Poligami Siri Sebagai Alasan erai Gugat Istri Pertama Perspektif
Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)”, Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

 Edi Gunawan dan Faradila Hasan, “Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Agama
Manado”, Jurnal Al-Mizan Vol. 13 No. 2, 2017
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Berdasarkan penelusuran literarur, secara umum dari beberpa kajian
yang telah disebutkan dengan tema yang sama yang terkait Cerai Gugat
Karena Poligami Siri namun pada kenyataanya fokus pembahasan dalam
penelitiannya berbeda-beda. Adapun fokus penelitian yang akan di lakukan
adalah karakteristik penlaran hukum hakim dalam memutus perkara cerai
gugat karena poligami siri. Dilihat dari segi bagaiamana hakim melakukan
penalaran dalam proses membuat kesimpulan, yakni apa dasar-dasar hukum
untuk logika deduksinya dan apa pula fakta-fakta yang dijadikan dasar untuk
logika induktifnya. Kemudian akibat hukum yang terjadi kepada para pihak

dalam cerai gugat sebab poligami siri.

Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip
dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum dilakukan
untuk mencari pemecahan isu hukum, dan hasil yang dicapai untuk
memberikan preskripsi mengenai yang seharusnya atas isu hukum yang akan
diteliti. *°
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji

hukum yang dikonsepkan norma atau kaidah yang berlaku dalam

15 peter Mahmud Marzuki,2009, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, him .29 -36
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masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.’* Menurut

Sunaryati Hartono penelitian yuridis normatif adalah, penelitian yang

dimaksudkan untuk mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum,

terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru,
pendekatan hukum nasional yang baru.*’
2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah statute
approach (pendekatan undang-udang), conceptual approach (pendekatan
konseptual), dan case approach (pendekatan kasus). Menurut Prof. Peter

Mahmud Marzuki.*®

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dilakukan dengan
mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang
bersangkutan dengan permasalahan Hasil telaah tersebut dapat
menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok.

b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) pendekatan ini
berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang
pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peniliti dapat
menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang
sedang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan menganalisis

pertimbangan hukum (ratio decidendi) terhadap putusan yang akan

!¢ Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum” (Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022), 29.

' Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”
(Pustaka Pelajar, 2010) Yogyakarta, 154.

'® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93
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dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk
melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan
putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia
sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari
Analisa yang penulis lakukan.
3. Sumber Bahan Hukum
Sumber yang digunakan penulis yaitu diperoleh dari kepustakaan.
Sumber data ilmiah yang akan dijadikan dasar untuk mengetahui
ketentuan-ketentuan keilmuan dibidang hukum antara lain.*®
a. Bahan Hukum Primer
Data ini merupakan bahan hukum vyang bersifat kuat artinya
mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar
berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan
objek penelitian seperti.?’
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama.
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Hakim
4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradila Agama.

19 Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik,”
(Depok: Rajawali Pers, 2018), 216
20 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. 41.
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5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
alasan yang dibenarkan dalam perceraian pada pasal 39-41.
6) Kompilasi Hukum Islam Tentang alasan pengajuan gugatan
perceraian.
7) Putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor
494/Pdt.G/2021/PA.PKI
b. Bahan Sekunder
Data ini yang akan membantu penelitian yang digunakan berupa
buku-buku ulasan oleh para ahli mengenai Undang-Undang, buku-
buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang
berpacu pada herarki peraturan undang-undangan dengan mencari
norma-norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional,
undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang
berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.?
b. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada
pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan

menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.?

2L prof. Dr. | made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam
Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

%2 Nabilah Soleha Heryana, Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum
Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda), (Bandung: Universitas
Pendidikan Indonesia, 2019), 73.
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c. Kilasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan
logis dengan adanya kaitan antara bahan hukum yang satu dengan
bahan hukum lainnya untuk mendpatkan gambaran umum dari hasil
penelitian.?

5. Analisis Bahan Hukum
Analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif dengan melakukan
pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber
hukum primer yang berupa Salinan putusan Pengadilan Agama

Pekalongan nomor 494/Pdt.G/PA.Pkl mengenai gugat cerai karena

poligami siri untuk menjawab masalah hukum yang dijalani. Sifat

analisis ini akan di uraikan dengan argumentasi preskriptif untuk
mengambil kesimpulan dari bahan hukum yang diperoleh dan penilaian
karateristik penalaran hukum hakim sesuai atau tidak menurut hukum

atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian.*

H. Sistematika Penulisan
Berikut sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam
mempermudah pembaca;
BABI Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang
relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

2 Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum., Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press,
2020), 68.
24 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, 35.
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BAB Il  Memuat Kerangka Teoritik dan Konseptual. Melalui bab dua ini
penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai kerangka teoritik
yang mencakup teori penalaran hukum, teori pertimbangan hakim
dan putusan, dan kerangka konseptual yang meliputi konsep cerai
gugat, konsep poligami.

BAB Il Karakteristik penalaran hukum dalam putusan Pengadilan Agama
No0.494/Pdt.G/2021/PA.PKI.

BAB IV Akibat hukumnya terhadap para pihak dalam cerai gugat karena
poligami siri dalam putusan Pengadilan Agama

BAB V Memuat penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Karakteristik penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara
Nomor: 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl dengan alasan penggugat (istri) bahwa
suami telah menikah siri atau poligami siri yaitu dengan menggunakan
penalaran hukum deduktif dimana penalaran tersebut berpangkal dari
suatu peristiwa umum atau premis mayor yakni pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian diakhiri
dengan suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus
yaitu perkara gugat cerai dengan alasan penggugat (istri) suami telah
poligami siri, sehingga hakim memaknai poligami siri ini penyebab yang
menimbulkan pertengkaran dan perselisishan yang terjadi terus menerus
dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga penggugat dan
tergugat.

Akibat hukum yang ditimbulkan pada perkara cerai gugat karena
poligami siri terhadap suami dan istri yaitu perkawinan antara keduanya
putus karena perceraian dengan jatuhnya talak satu bain sughro karena
gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek. Istri tersebut dibebankan
biaya perkara sebesara Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah).

87
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B. Saran

Dari hasil penilitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari

kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait peneliti

diatas.

1.

Seharusnya dalam memutuskan perkara cerai gugat karena poligami siri
hakim perlu lebih mempertimbangkan terkait alasan-alasan percerain
yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum
Islam) karena salah satu yang menjadi alasan penggugat mengajukan
gugatan adalah tergugat telah melakukan poligami siri.

Seharusnya dalam akibat hukum perkara ini lebih diperhatikan mengenai
hak-hak istri karena dalam kasus ini tidak terdapat permohonan
pemberian nafkah dari suami selama waktu yang telah ditentukan,
sedangkan hak istri setelah bercerai menurut pasal diatas berhak atas
nafkah yang dinyatakan oleh pengadilan setempat. Hal ini tentu bertujuan

agar terjaminnya hak perempuan setara memperoleh keadilan.
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